. Kekerasan ?erempuan

1t'1~c1f:a RA Kartini. y&nﬁ
mengmgmkan kesetaraaﬁ
antara- iakl laki dan perempuan

dalam hal ﬂemyemieﬁ kesempatan

pendzdlkan sudah mulai nampak.
Beberapa: perempuan telah me-
ngenyam: pendldtkan tinggi.dan
memperoleh posisi penting dalam
Pemerintahan. Bahkan salah satu
semboyan yang sangat mengagung-
kan nama perempuan didengung-
kan: “Perempuan sebagal tiang
negara, di tangan perempuan, nasib
bangsa berada.” Hal ini sangat me-
lambungkan harapan perempuan
untuk turut serta dalam berbagat
bidang pekerjaan. Perempuan be-
kerja pada umumnya didasari dua
alasan utama : membantu memenuli
kebutyhan rumah tangga dan.atau
menunjukkan eksistensi diri, baik
dalam hal kemandirian maupun latar
belakang pendidikannya. Namun

i ._ Oleh: Vﬁamayasnﬁasank s i

dem;klan, kehadlran peiempuan :

belum dapat diterima senezmhnya

-kaum perempu&n sebagai mztm_' :

dalam. ber’oagm sisi kehldupan:'
Fenomena ini ditunjukkan dengan |
berbagai tindalan tidak menyenang-
kan mengarah pada kekerasan, di-
alamii oleh perémpuan dalam ber-
‘ba’ga.i ‘interaksinva, baik dalam
kehidupan numah tangga, ling}:uﬁgé._h
kerja maupun bersosialisasi dengan
masyarakat. Kelerasan menurut
J ééqueS Semelin adaiah “semac'ain
energi, sepem aliran listrik yar;g
I\eiuar dari dalam tubuh dan txdak
pernah dapat kita hentikan. Ma;_ka
kekerasan disamakan dengan kf;_-
hidupan. Kekerasan merupakan
sebuah bentuk khusus yang me-
nyakiti, melukai atau membunuh.
Contohnya : seorang laki-laki mabuk

dan kemudian memukuli istrinya.™

Dosen Pergurvan Tinggl llmu Kepolisian,
! Semelin Jacques, 2003, Anti Kekerasan Itw Apa Sih? Terjemahan. Jakarta :
Gramedia Pusiaka Utama.




Penghapusan Kekerasan ter-
hadap Perempuan menurut deklarasi

PBB tahun 1993 pasal’ 2 men-
definisikan kekerasan t_;:_l_‘h_ad_gp_

perempuan sebagai setiap bentuk
tindakan kekerasan berdasarkan
gender yang blsa beraklbat ke-
'sengsaraan atau penderitasn
'perempuan secara fisik, seksual,

dan psxkologis termasuk ancaman
tindakan tertentu, pemaksaan, dan
perampasan kemerdekaan secara
sewenang-wenang, baik yang terjadi
di wilayah domestik maupun publik.
Kekerasan terhadap perempuan
adalah setiap tindakan yang me-
langgar, menghambat, meniadakan
kenikmatan dan hak asasi perempuan
atas dasar gender. Tindakan tersebut
mc_:ngakibatkan. kerugian dan pen-
cie_x__itaan terhadap perempuan dalam
hidupnya, baik secara fisik, psikis
1ﬁaupui1 seksual. Termasuk di dalam-
nya ancaman, paksaan atau pe-
rampasan kemerdekaan secara
sewenang-wenang, baik dalam ke-
hidupan individu, masyarakat dan
negara.? Kekerasan terhadap

perempuan merupakan petilaku yang
muncul akibat adanya bayangan
tentang peran identitas berdasarkan
jenis kelamin dan berkaitan dengan
béyangéh mengenai kekuasaan yang
dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri
dari tindakan memaksakan kekuatan
fisik dan kekuasaan terhadap pihfcﬂg
lain, Biasanya diikuti dengan tjuan
untuk mengontrol, memperlenia_h,
bahkan menyakiti pihak lain?
Khofifah Indar Parawansa, saat
menjabat sebagai Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan, me-
ngatakan bahwa tingkat kekerasan
yang dialami perempuan Indonesia
sangat tinggi. Sekitar 24 juta
perempuan atau 11,4 persen dari
total penduduk Indonesia pernah
mengalami tindak kekerasan. .

Kekerasan terhadap perempuan
merupakan berita yang tidak asing
lagl. Kasus pemerkosaan dan pe-
lecehan perempuan, baik di dalam
rumah tangga, masyarakat maupun
di lingkungan kerja merupakan
issue yang selalu menimbuikan pro
dan kontra. Satu hal yang dilematis
jika kita mencermati eksploitasi fisik

? Kantor MENAG PP, 2000. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan
Terhadap Perempuan (RAN PKTP) Tahun 2001-2004.
' Mooree, Hentietta, 1994. 4 Passion for Difference. UK : Polity Press.




seorang perempuan pada tayancam ;

tayangan Leievml ‘satu sisi hal ter-

'-sebuf merupakan baglan pelecehan_

_ perempuan namun di sisi lain,
"‘fenomena te1sebut dlangcrap se-

' bagax al yzmg wa_;ar dengan dahh':
._wugud keseman Kasus perkesaan:

o _yang' menjadlkan perempuan _
o seby m_korbanbanyakmemmblﬂkan_

ra'sa 1ba namun relatlf banyak
meloloskan atau menngankan
hukuman pelaku, bahkan berbahk
menyaiahkan p03131 pexempuan
sebaga1 penyebab munculnya
k&‘j&dl&ﬂ tersebut Benmk kekerasan
perempuan mehputl kekerasan
dalarn mmah tangga (KDRT),
kekerasan dalam lingkungan
kerja, kck_eras_an dengan dalih adat
is‘c_iadélt, budaya dan agama serta
kekerasan dalam brentuk eksploitasi
perempuan di medza massa.
Kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) merupakan jenis
kekc_—:ﬁrasa;; terhadap perempuan
yang relatif jarang te_reksploitasi'.
Hal ini disebabkan ké:;ena.normw
nori_n_{a daiaﬁl masyarakat yang me-
nempatkan perémp_uan sebagai
pihak yang paling bertanggung jawab
untuk menjaga dan mempertahan-
kan kehidupan rumah tangganya.

Peri:ér'aién masih dianggap sebagaj -
hal yang tabu bahkan dxanggap:_;-:
dapat menjadi. aib keluarga. Halj ini-
menjadlkanperempuanyang men~'-_ '
jadi obyek KDRT dalam rumah
tangganya cenderung menutupzper—_' :
Iakuan I\asar yang d;tenmanya
-Berdasarkan data. statistik. yang}
dﬂcumpiﬂkan Yayasan Penghapusan’- B
Kekerasan, KDRT yang berhasil.
dikumpulkan sepanjang tahun 2002.
sebanyak 226 kasus, sedangkan

tahun 2001 sebanyak 258 kasus.
Bentuk KDRT antara lain : kekerasan
vang dilakukan oleh suami pada
istrinya; istri tidak dipenuhi natkah
lahir dan batinnya; perbedaan per-
lakuan yang diterima oleh anak
perempuan dari pihak keluarga;
kekerasan vang dilakukan oleh
anggota keluarga laki-laki terhadap
anggota keluarga perempuan dan
masih banyak lagi kekerasan dan
diskriminasi terhadap perempuan.

Pe'r_e_mpuan yang bekerja
tidak lepas dari ancaman kekerasan
di tempht kerjanya, kekerasan dan
pefecehéi} seksual di tempat kerja
terjadi di semua tingkatan, mulai
level bawah hingga level puncak.

Deputi 11 Bidang Kesetaraan




Ge'n_der: if'K&_ih_to'r' f_M_er_l_té_ri ‘Negara
Pemberdayaan Pererpuan (Menneg.

PP), Drs H Yuosaf Supianch MA,
dalam Lokakaiya Pengarusutamaan

Jender dan Anai__zms Jender - di

Indd‘ﬁé'sia"tahun"ZOOI Senin, 8

Oktober 2001 dl Jakarta me-

-nyatakan bahwa “Perdagangan
manusia di Indonesm mer upakan
masalah serius yang memerlukan
ke‘bij akan yang komprehensif. Hal
ini karena mebihat Indonesia menjadi
sumber yang besar dart pengiriman
perempuan secara ilegal di Asia,
serta memiliki - kecenderungan
mengalami “peningkatan karena
kondisi perekonomian di dalam
neger yang tidak menguntungkan”™
Jenis pelecehan seksual yang sering
diterima seorang pekerja perempuan
cukup banyak diantaranya : colekan
iseng pada organ vital perempuan,
pembicaraan yang mengarah ke
pornografi, sampai ke ajakan untuk
berbuat tidak senonoh saat bekerja
maupun seusai bekerja. Perilaku ini
sering dilakukan oleh teman sekerja
atau atasan mercka. Pelanggaran
lainnya terhadap hak perempuan,

¢ Kompas, & Oktober 2001.

antara lain pelanggaran terhadap'_
hak cutx pekelj aperempuan karena; _
datang bulan, dan melahirkan:.

Kekerasan dengan dahh adat’_
1st1adat budaya dan agama, pada
umumnya akibat maszh kentalnya

: __sastem patrzaki pada masya.raka‘i

Iadonesm, khususnya masyarakat _'
tradisional. Banyak kaum pprempuan
hanya dxjadlkan pemenuh hawa'
nafsu Jaki-laki, menjadi abdi i_gau_m_
lakl-iakl, serta pendapat adat yang
ma$ih kuat m_enyata_kan ba}i{yé
setinggi- tingginya pendidii\aﬁ
perempuan posisinya tetap berada
di dapur. Fenomena Lehldupan se-
hari-hari, kekerasan terhadap
perempuan juga berdalih dari nilai-
nilai keagamaan. Hal ini te_rj_a_.d;'
karena banyak orang yang salah
dalam mentafsirkan aturan-aturan
keagamaan, sehingga iradisi yang
berkembang di masyarakat me-
nimbulkan bias gender. Perempuaij
diposisikan sebagai sub ordinasi
dari tutang rusuk Adam yang'di:—
ciptakan untuk melengkapi hasrat
dan keinginan laki-laki. Kekerasan
yang terjadi dapat berupa kekerasan




fisik, psikis, seksual, ckonomi, dan

_ sos:al budaya Kekerasan yang ber«
:_tema agama pahng suht d].detel(sa

- _-karena pada umumnya. berada di

_hngkungan domest;k Tema-tema
kekerasfm tersebut tercakup dalam
- _konsen hukum kekeluargaan,
'.Mmsusnya be:fhubungan dengan

L perhawman sepem 1egahtas p0h~-

“gami, kekerasan seksual, wali
pmenm calon suarn anah belanja
_keiuax ga talak dan _persyaratan
_muhnm bagx perempuan yang akan
__ mengakses duma pubhk dan se-
bagainya.. .. o
Kekeiasamcrhadap perempuan
dalam media massa, baik cetak
maupun elekironik. Kekerasan di
media massa‘tercermin pada saat
pemberitaan denganekploitasi fisik
perempuan. Seringkali pemberitaan
dalaim harian, tabloid, majalah atau
media cetak lainnya memampang
tubuh-tubuh indah perempuan di
‘majalah atau tabloid dengan meng-
‘gunakan pakaian sangat minim.
Berita kekerasan terhadap perem-
“puan di media elektronik seringkali
‘bertujuan untuk menaikkan oplah
penjualan. Eksploitasi perempuan
dalam media elektronik berbentuk

tayangan berupa program maupun

_ﬂdan yang menggunakan tubuh dani |

gerd{an p«erempuan Gambaianpc‘}—: o

deritaan perempuan alubat Le—-"'

kerasan yang dzalammya jtistlu"-' .'

menjadl ijek tayangan yanﬂ me— o

narlk bahkan dl‘gunakan untuk

meraup ketmtunwan '

-:g} ?erdagangan Perempuan

: Bentuk kekerasan terhadap :
pere;npuan bukan hanya spesifik
dalam wilayah lokal, namun-telah :

terjadi eksploitasi-secara global

dalam bentuk yang transparan me-
lalui perdagangan wanita dengan
dalih pengiriman tenaga kerja
perempuan. Menurut laporan Coa-
lition Againt Women in Traficking
(CTAW) dalam laporannya Pros-
titution in Asza~Paczf ¢ 1998
menyebutkan “Tujuan utam
pcrdagangam perempuan adalah
untuk kepent_ingﬁn industrl prostitusi,
meskipun ketika rekruitmen sering-
kali. disamarkan lewat iming-
iming pekerjaan sebagai pembantu
restoran, pembantu rumah tangga,
buruh pabrik dan sebagainya.* Hal
ini sering terjadi pada TK W Indo-

nesia yang terjerat pada industri




prostitusi di Arab Saudi, Taiwan,
Smgapura dan. neﬂara iamnya
Pcnanganan kasus perdaﬂangaﬂ
manusia iemtama Laum peremnpuan,
indanesza berada pada pezmgkat
{1 i_e.f;’:_ﬁ'ii_ '
:d‘ilam permgkat 11’11 chka’se gorﬁ(an

_._-atauierendah Ncgara

. -S@D&G‘al negara yang fidak mem-
- puﬁyai standaf pemgaturan tentang

i perdagangan manusia dan tidak

" mempunyai komitmen imtuk me-
__ ng';;:téis'_i'masalah itu® Upaya'yang
‘seharusnya’ dilakukan Indonesia
___.aﬁar bemda pada peringkat satu

adal ah membentuk wadah atau

' %)aéan khusus yang menangani kasus
itu dan mengeluarkan undang-
umdgmg, untuk mengatur seal lalu
imias manusia. Caranya dengan me-
ngi_rim_m_e_reka secara legal dan
mempékgrjakan mereka sesual
Pri‘téria atau peraturan yang ber-
?a}a.u Pada tahun 2000 saja, menurot
catatan Kepohsxan RI (POLRI)
telah terungkap 1.400 kasus pe-
ngiriman perempuan secara ilegal
dari Indonesia ke luar negeni. Selain
itu, Indonesia yang berada pada
jalurlalulintas infernasional strategis,

Kompas, Op. Cit.

juga menjadi dacrah transit pers
dagangan | manusia ke negara lain
sepm‘tl ke Austrafla

- Beberapa penyebab ter;adk
nya kekerasan terhadap perempuan,
menurut Dr. Hj. Zaitunah Subhan :
1. 'Adanya persepsi tentang se-

suatu dalam benak pela}{u
‘bahkan sering Kali yang: men-
: _dasarl tindak kekerasan ini
bukan suatu yang dihadapi se-
cara nyata. Hal ini dibuktikan
dengan realitas di lapangan yang
menunjukkan bahwa pelaku
telah melakukan tindakan ke-
kerasan tersebut tanpa suatu
alasan yang mendasar. Alasan
yang disampaikan pelaku
hampir selaluhanya didasarkan
pada asumsi dirinya atau per-
mainan bayang-payang pikiran-
nya sgja, bahkan tidak jarang
dia justru mengingkari telah
berbuat jahat dan tidak ter-
hormat. Lebih lagi jika pelaku
menganggap tindakannya tidak
dapat dikategorikan sebagai per-
buatan mesum atau perkosaan
misalnya. Sehingga ketika di




| adapan jaksa dia menoiak
s mduhan bahwa dia telah me-
'lakukan perkosaan :

- rlukum yang mengatur tindak
ik kehemsan terhadap per empuan
| :_masﬂl ’mas gender Sennv kali
- hukum tidak berpihak kepada

_.'.._::__:perempuan yang - menjadz_

| __ korban kekerasan Kendak-

. berpihakan tersebut tidak saja

;:_berkmtan dengan substansi

. hukum yang kurang memper-

___haﬁkan 'perémpuan atau sl

: adanya substansz hukum yang

) mengatur na81b bagl korban

_' _ '_ kekerasan, yang urumnya di-
alami perempuan

. Penyebab kekerasan di atas,
berimplikasi sernakin maraknya per-
dagangan wanita. Pengiriman tenaga
kerja wanita {TKW) yang telah
berlangsung rata-rata adalah pe-
ngiriman tenaga kerja dengan sumber
daya manusia relatif minim, sehingea
pengiriman tenaga kerja perempuan
tersebut pada nmumnya mengisi

&

lowongan sebagal pembantu rumah
tangga.. Hal ini juga dimotivasi
dengan latar belakang ekonomi
serta éﬁnmya ‘mencari lapangan
p@k@i]&ﬂn d: Indonesm setta rendahi-
nya stfmdal gajz yang chperoleh
Beberapa kasus yang dapa.t dij adi-

kan sebagzu peiagaran adalah
perls‘awa yang rmenimpa perempuai
‘fndonesm vang bekerja scbaga1
pembantu rumah tangga di luar

negeri, antara lain © .

1. Bulen Maret 2004, seorang
pembantu rumah tangga
(TK'W), dituduh bunuh diri saat
méﬂ_éaiami kecelakaan kerja.
Dia terjatuh dari lantai enam
sebuah apartemen di Singapura
setelah bekeria selama lima
bulan karena dipaksa majikan-
nya untuk membersihkan kaca
jendela apartemen tanpa meng-
gunakan alat pengaman.
Akibatnya, dia terjatuh dan tidak
gﬁadarkan diri. TKW tersebut

Subhan, Zaitunah, 2004, Kekerasan Terhadop Perempuan. Yogyakarta @ PT
LKIS Pelagi Aksara,




" kakinya diamputasi walaupun

* jiigaarys merelakan salah safu

~+ keseluruhan pembiayaan pe-
. Tawatan dxtang ung majikan-
T ya. Ketlka dirinya. dﬂaporkaﬂ
:-:bunuh dm, dla tidak mampu
- Zberbuat apanapa sampzu akhir-

S nya dza baru mengungkapkan

Ly

keja adlan sebenarnya shelter.”"

) hasus penyiksaan Nnmaia
" Bonat, di Kuwait saat ini ada

' 100 TK W Indonesia yang di-
penjara, 10 orang di antaranya
dalam keadaan hamll tanpa

Suam}*‘ b

. Kasus jatuhnya Sulastri dari
 lontai 20 danpenmkaanAnsxar

_ _TKW asal Medan ancaman
 hukuman mati penoadilan

‘Singapura terhadap 5 TKW

~ Indonesiadan larinya 50 orang

TKW- dari majikannya di
Singapura karena gaji mereka
belum dibayar selama setahun.
Banyak kasus menyedihkan
‘yaﬁg menlimpa perempuan In-

~ donesia di luar negeri yang

notabene cerita lanjutan dari

&

Suara Pemnbaruan, 15 Maret 2004.
PEI-ONLINE, 30 Mei 2004,

“rentetan kasus penyzksaan
“pemerkosaan;’ pembzmuhan
dan lain-lainnya. '

Ironisnya, kasus-kasus di atas
kurang mendapat tindak Ianjui
sampal tuntas Padau unnunnya ke-
kerasan terhadap perempuan’ akan
menjadl topik berita yang hangat
dalam satu kurun waktu tertentu
dan pada akhirnya akan hilang tanpa
penyelesaian, Selain itu, tindakan
kejahatan penipuan dan pe-
nelantaran TK'W semakin'zﬁarak
dilakukan oleh orang-orang serta
oknum- oknum yang tidak ber-
tanggung jawab, dengan sasalan
obyek TEW, pada waktu pem-
berangkatan .maupun puléﬁg ke
tanah air. Namun, pihak pemerintah
dan swasta yang berkompeten
dengan hal tersebut tidak serins
untuk sesegera mungkin menye-
lesaikan masalah yang dihadapi para
TEW tersebut. Hal ini memperﬂ
lihatkan cara kerja Pemerintah se-
bagai penanggung jawab program
penempatan TKW ke luar negeri




- dan swasta yang menjadi rekanan

-Pcﬁﬁéijiniaiz, :ce;:xiderung lebihme- -

B '._m’z{:éﬁﬁ g"kah'nilai kbmbdiﬁ yang di-

B has;ll\an oleh para TRW. tersebut

o r_ianpada memlhrkan kese}ahieraan

K dan keseiamfitan para TKW it

'-Bah}{an dismyahl "sda beberapa _

o -.oknum Pemermtah yang menj adi
. pehndung terjadmya tmdak ke-
_]ahatan terhadap TRW, Selam i,
pos-pos dalam plogram.penempatan
TKW. t_g:r$eb_1_;t_ ada yang dijadikan
tempal pemerasan dan penipuan
para TKW yang baru pulang dari
LN. Sikap :Pemerintah untuk
memberantas tindakan tersebut juga
kurang nyata. Sanksi-sanksi yang
diberikantethadap Perusahaan Jasa
Tenaga Kerja Indonesm (PJTKI)
maupun oknum Pemermtah yang
terbuktl melanggar Lesepakatan/
kebijakan Pemerintah pun hanya
{i.i_ke_na_i: Sébatas saﬁk_si ad__mini_s-
&aﬁya;_“ T N

e '“E'Jp'é'}ffa yang Harus Dilakukan

Kekerasan terhadap perem-
puan dapat dihindari dengan adanya

perlindungan serta keberanian

perempuan ftu sendir dalam mems

perjuangkan -hak-haknya serta -
komitmen Pemerintah untuk me<
ningkatkan martabat kaum perefn_n:
.p_uaﬁ ‘di Indonesia. Penghapusgn'_
kekerasan terhadap perempuan me-
meriukan upaya kerja 'sama-an‘i_ar- _

_ berbagai_pihak.;;}?emerih‘tah-I{nd_o'f{" '

_nesid_.;téi_ah +berupaya memiliki -
komitmen terhadap peﬂinduﬂgé&; |
perempuan dari kekerasan. Hal ini
diungkapkan dalam Konvensi Inter-
nasional mengenai penghapusan
bentuk diskriminasi tethadap perem-
puan melatui Undang-Undang (UU)
Nomor 7 Tahun 1984 tentang pe-
ngesahan konvensi tersebut. Selain
itu, Pemerintah juga telah merafi-
fikasi Konvensi ILO (International
Labour Organization) Nomor 111
Tahun 1985 dengan UU Nomor 21
Tahun 1999 tentang penghapusan
diskriminasi terhadap perempuan
dalam pekerjaan dan jabatan.

Suatu wadah atau badan
khusus yang independen diperlukan
untuk menangani perdagangan
perempuan. Wadah itu hendaknya
berskala nasional yang akan me-
nampung semua unsur, baik peme-

rintah maupun lembaga swadaya




m aSyarakétl{LSM} dan para pakar
vang p@duii jﬁada masalah tersebut.

_ Koordmasz denganinstansiterkait
sangat diperiukan Tanpa adanya
kerja sama; upaya itu iidak bisa
jalan; Eérena_ masing-masing punya

_ p_eran_'dari fungsinya sendiri. Per-

' 'amféﬁ per undang -undangan me-

ngunzu perdagangan perempiianjuga

dxperkﬂ{cm eksmtensmya Mengenai
undang-undang tentang perdagangan
perempuan, diperlukan undang-
undang tersendiri/khusus, disamping
sosialisasi, aplikasi dan pemahaman
yang meluas sehingga eksploitasi
dan jperdagangan perempuan ini
dapat dieliminir. Adapun Undang-

Undang tersebut mengatur dengan

jelas -pelaksanaan program pe-

nempatan TRI/TKW ke LN, sanksi
hukum bagi pihak-pihak yang me-
tanggar ketentuan dan perlindungan

TRW baik selama di dalam negeri

maupun di uar negeri dari berbagai

tindak kejahatan kriminal maupun
kekerasan.

- Pemerintah Indonesia hendak-
nya juga membina hubungan dan
membuat nota kesepahaman bilat-

?  Naketrans. Com, 17 September 2001.

eral yang saling menguntungkah
dengan ‘negara~-negara itujuan_
penempatan TKW Indori_ési_a;
Komitmen yang kuat atas penefapal
kesepakatan dan tindak . Ianjut
peianggaramiya dlpmlukan untuk
mcmbenkan perlmdungan TKW
Indonesm atas tindak keixezasan
Upaya yang pernah dilakukan
Pemerintah Indonesza menandq—
tangani kerj ja sama bilateral atan
Minutes of Meeting dengan
Pemerintah Arab Saudi pada tahun
2001. Penandatanganan dilakukan
oleh Menakertrans Jacob Nuwa
Wea dan Dubes Arab Saudi untuk
Indonesia Abdul Rahman Alim.°
Penandatanganan kerja sama ini
jelas merupakan langkah konkret
yang harus disambut baik. Diperlu-
kan tindak lanjut oleh semua .p_i_h_a_k
vang terlibat dalam penempatan
TKW. Diharapkan pula akan hilang
semua suara-suara sumbang tentang
nasib migran asing yang bekéij adi
Arab Saudi, TKI umumnya dan
TKW khususnya di Arab Saudi.
Amnesty International pernah
mengungkapkan fakta tentang




éksektési {termasuk pmses'h:ukum

_ t1d;% benar yang dilakukan Keregaan
Arab Saudz) ‘tr*rhadap m1gran asing,
':termasuk TKW d: Arab Saudi
'Jumiahnya 767 eksekusz dengan

o 'leblh dari _separonya mlcran yang
sal dari Asxa'p da ‘tahun 1990-

Perbmkan perekononnan
_Indonema dan ketersedxaan Japangan
kerja il dalam negen juga akan
1;._nenduhung te;lak_s_ana_nya per-
lindungan terhadap pefempuan dan
penghapusan kekerasan terhadap

perempuan. Hal ini disebabkan,

kekerasan yang dialami oleh perem-
puan cenderung lebih banyak berasal
dari faktor kurangnya pemenuhan
kebutuhan hidup sehingga perem-
puan harus bekerja di luar negeri
dan menerima segala kondisi buruk
vang dialaminya, baik secara fisik
maupun psikis. Sistem ekonomi di
Indonesia harus menjamin tersedia-

: 3nya iapangan kegja dan pe menuhan _

kebutuhan hidup penduduk. Langk-
ah yang dnempuh pemerintah In-
donesia umuk membuka 1apangan E
kerja bukan de”}gan cara membuka
lapangan keljaiangsung, te‘iapl me- .

: ldlm meiode pembuhzm ekonom; .
: Menumt Menko Pel ckonomian .
_ Dorodmtun untuk menyeiap 5

juta tenaga kerja d1butuhkan pEI- .
tumbuhan ‘ekonomi 7 pcrsen :
Sementara untuk tahun 2005 tar-
get permmbuhazi ékonom_i yang kira-
kiradapat dicapai pemerintah adalah
5,4% yang memakan dana sebesar
Rp 440 trilyan. Pertumbuhan
ekonomi diharapkan dapat mem-
perbaiki kondisi perekonomian
Indonesia schingga berimplikasi
pada perluasan lapangan pekerjaan
khususnya pada perempuan sehingga
perempuan Indonesia tidak memilili
ketergantungan yang mengakibat-
kan tindakan semena-mena dalam

bentuk kekerasan terhadap dirinya.




- DAFTAR PUSTAKA

| "era Cmn 17 thebcx ’7003

__._Kantor MENAG PP 2000
f?encana Aksi Naszonal
_ Penchczpasan Kekemsan
1 Terhadap Perempuan (RAN
PKTP) Tahun 2001 ~2004

"z«;ompas 9 Oktober 2001.
ompas Com 17 Mel 2004

M_ﬁo_r_e_e, Hentietia, 1994. 4 Pas-
. sion for Difference. UK. :
. PolityPress.

NaLetmns u)m 17 Septernﬁer 2{)(}1

_PEI ONLINE 30 Mei 9(}04

Semehn Jacques, 2003, Amz
kekerasan Iu fipa Szh 2.
Terjemahan Jakarta : Gra«
media Pusiaka Umum

Suara Pembaruan 15 Maret ’7004 '

Subhan Zalu.nah 2004. Kekerasan
- Terhadap Peiempuan
Yogyakaﬁd PTLkS Peiangi
. Aksara.




